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sistematis. Pengaturan hukum Islam terhadap hukum waris secara terperinci dan

sistematis dimaksudkan supaya tidak terjadi perpecahan diantara para ahli waris

dalam membagi harta warisan.

Pada dasarnya, setelah kematian seseorang tidak berarti semua kewajiban

si mayit beralih kepada pihak lain, akan tetapi dalam permasalahan harta

kekayaan dapat beralih kepada pihak lain yang masih hidup, yaitu kepada nama-



nama yang telah ditetapkan sebagai ahli waris atau orang-orang yang memang
berhak mendapat harta warisan dari pewaris. Dan proses peralihan harta
kekayaan dari pewaris kepada ahli waris disebut hukum waris.!

Hukum kewarisan Islam atau yang juga dikenal the Is/amic Law of
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Setiap orang muslim berkewajiban untuk melaksanakan hukum-hukum
yang telah termaktub didalam nash yang sharih, selama tidak ada ketentuan lain
yang menyatakan bahwa ketentuan terdahulu sudah diperbarui dengan hukum

yang baru. Dan tidak ada satu ayatpun yang melarang membagi harta warisan

! Otje Salman S. dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, (Bandung: Refika Aditama, 2002),
13.

2 Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: sinar grafika, 2009), 3.

3 Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), 62.



menurut ketentuan faraid, Bahkan sebaliknya, manusia dituntut untuk membagi
warisan berdasarkan ketentuan yang ada didalam al-Qur’an.’
Allah telah berfirman dalam surat al-Nisa’ ayat 13-14
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4 Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis,
(Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 3-4.
5 Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, 63.
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hukum positif yang dijadikan pedoman di Pengadilan Agama dalam

memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan yang berkaitan dengan

harta warisan. Pedoman yang menjadi dasar memutuskan perkara tersebut telah

dituangkan dalam undang-undang No. | Tahun 1974 dan kompilasi hukum

Islam. Dengan demikian maka umat Islam yang telah melaksanakan hukum

¢ Muslim bin Hajjaj al-Qusyairiy an-Naisabiiry, Sahih Muslim, Jilid V, (Beirut: Dar al-Kutub

al-‘Ilmiyah, 2008), 562.

7 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), 3.



Allah itu dalam menyelesaikan pembagian harta warisan, di samping telah
melaksanakan ibadah dengan melaksanakan aturan Allah tersebut, dalam waktu
yang sama telah patuh kepada aturan yang telah ditetapkan Negara.®

Masalah sengketa waris yang ingin penulis kaji ini merupakan perkara di
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mewarisi dan lebih memilih untuk memberikan sisa harta warisan tersebut
kepada LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dianggap oleh majelis hakim sebagai
pengganti dari baitul mal ‘karena menurut majelis hakim harta tersebut tidak
memiliki ahli waris dan dalam hukum Islam ketika harta warisan tidak memiliki

ahli waris, maka harus diserahkan ke baitul mal.

8 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 4.



Yang menjadi masalah dalam pertimbangan majelis hakim adalah tidak
mengakui salah satu ahli waris yaitu istri dari pewaris hanya karena alasan tidak
adanya bukti pencatatan nikah, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa

perkawinan antara keduanya yang menjadi salah satu penyebab kewarisan tidak
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Dengan demikian dalam agama Islam perkaWinan itu sah tanpa adanya
sebuah pencatatan karena pencatatan tidak termasuk dalam rukun nikah yang
telah dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih. Dan dengan sahnya perkawinan yang

tidak dicatatkan itu maka timbullah juga akibat hukum yang lain dari

% Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh, (Jakarta: Kencana, 2003), 74
19 Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat , (Jakarta: Kencana, 2008) , 46



perkawinan tersebut seperti adanya hak asuh anak, serta hak saling mewarisi
antara keduanya.
Berangkat dari pemaparan latar belakang masalah diatas, maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi yang

berkaita Hukum
Islam t Perkara
Gugat |
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1. Idex
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mas
a. I
b. ¢ :sudkan
d
c. . nomor:

297/Pdt.G/2010/PA.Mlg. dalam perkara gugat waris tentang ditolaknya
istri sirri sebagai ahli waris.

d. Apa dasar dan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Malang
dalam putusan nomor: 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg. dalam perkara gugat

waris tentang ditolaknya istri sirri sebagai ahli waris.



¢. Bagaimana apalisis hukum Islam terhadap dasar hukum dan

pertimbangan majelis hakim pengadilan agama malang dalam putusan

nomor: 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg. dalam perkara gugat waris tentang

ditolaknya istri sirri sebagai ahli waris.
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297/Pdt.G/2010/PA.Mlg tentang ditolaknya istri sirri sebagai ahli waris?

C. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, maka disusun rumusan

masalah sebagai berikut:



1. Bagaimana dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim PA Malang Nomor

: 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg. dalam perkara gugat waris tentang ditolaknya istri

sirri sebagai ahli waris?
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or :

297/Pdt.G/2010/PA.Mlg dalam perkara gugat waris tentang ditolaknya istri

sirri sebagai ahli waris.

Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih

pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum, dan sekurang-kurangnya hasil



1. Bagaimana dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim PA Malang Nomor

: 297/Pdt.G/2010/PA Mlg. dalam perkara gugat waris tentang ditolaknya istri

sirri sebagai ahli waris?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum majelis

hakir

29711

. Tujuan.

Se
adalah:
1. Untu

Agan
perk:
2. Untu
maje!

29711

sirri sebagai ahli waris.

KEGUNAAN HASIL PENELITIAN —> [ch i {' .

-~

nor

is?

tian ini

gadilan

dalam

hukum
ymor

ya istri

Kegunaan Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih

pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum, dan sekurang-kurangnya hasil
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penelitian ini dapat digunakan untuk dua aspek yaitu meliputi aspek teoretis dan
aspek praktis.
1. Aspek Teoretis

Dari aspek teoretisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat

digw
a. Pe eluarga
Is.
b. D in yang
. pt
c. U warisan
be
2. Aspe
jadikan
sebay gadilan
Agar lil dan
bijaksana.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari banyak penafsiran istilah yang dipakai dalam
penelitian ini, maka peneliti mendefinisikan istilah-istilah sebagai berikut:
1. Analisis Hukum Islam : Analisis dengan menggunakan dasar wahyu Allah

dan sunnah Rasulallah, yang telah di perinci dalam kitab-kitab figh.
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2. Putusan : kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi
wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa
antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum.'" Dalam hal ini putusan yang dimaksud yaitu putusan PA

Mal: it waris

yang
3. Gug 1 waris.
Dala 1g tidak

dibe

G. Kajian!

] n atau
peneliti g akan
diteliti kajian
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Penelitian yang membahas tentang putusan gugat waris sejauh
penelusuran penulis belum ada yang membahas tentang ditolaknya istri sirri
sebagai ahli waris. Sedangkan penelitian yang membahas selain ditolaknya
istri sirri sebagai ahli waris dan hampir sama dengan penelitian ini yaitu

sebagai berikut :

' Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan agama, (Jakarta:
Kencana, 2008), 292
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1. Siti Khoiriyatun, Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang yang menyelesaikan
skripsi pada tahun 2004 dengan judul “Studi Analisis terhadsp Putusan
Pengadilan Agama Purwodadi Grobogan No. 1133/ Pdt.G/ 1998/ Pa.Pwd.

tentang Gugatan Harta Waris yang Dikuasai Anak Bawsan Istri” dalam

skrip: is yang
dikue rarisan.
Jadi « karena
semu

2. Jawa >saikan
skrip: * Waris
pada :ahasan
terha radilan
Agan ituskan
sebus lesaian
gugal radilan

Agama dan tidak membahas satu kasus yang khusus."
3. Adelina devita, S.H., mahasiswa fakultas hukum jurusan kenotariatan yang
menyelesaikan tesis dengan judul “ Penolakaz_z Waris menurut Hukum Islam”

dalam tesis ini menjelaskan masalah apakah hukum Islam mengenal

12 Siti Khoiriyatun, Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Grobogan
No. 1133/ Pdt.G/ 1998/ Pa.Pwd. Tentang Gugatan Harta Waris Yang Dikuasai Anak Bawaan Istri,
skripsi tahun 2004, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

1 Jawadi, Penyelesaian Perkara Gugat Waris Pada Peradilan Agams, skripsi tahun 2010, UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.
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penolakan waris dan meneliti dasar hukumnya di Al-Qur’an, Al-Hadis,

Ijtihad beserta peraturan-peraturan Hukum Waris Islam yang terdapat dalam

Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengetahui apakah notaris berwenang

untuk
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yang

diana

waris

hukuw

berart

berlal

[slam
slam

dan

nder,
sebut
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isnya

gkan

kepada kehendak pewaris atau ahli waris, sehingga tidak ada suatu kekuasaan

manusia yang dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain untuk

menjadi ahli waris atau mengeluarkan orang yang berhak menjadi ahli

waris. "

4. Salman al-Farisi, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang

menyelesaikan skripsi pada tahun 2010 dengan judul “Zinjavan Hukum Islam

¥ Adelina Devita, Penolakan Ahli Waris Menurut Hukum Islam, F akultas : Hukum, Program

Studi : Kenotariatan.
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manusia yang dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain untuk

menjadi ahli waris atau mengeluarkan orang yang berhak menjadi ahli

waris.

4. Salman al-x{arisi, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang

menyelesaikan skripsi pada tahun 2010 dengan judul “7injavan Hukum Is/am

4 Adelina Devita, Penolakan Ahli Waris Menurut Hukum Islam, Fakultas : Hukum, Program

Studi : Kenotariatan.
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terhadap Penyclesaian Sengketa Warisan di Pengadilan Agama Yogyakarta

(Studi Putusan No.l142/Pdt.G/2004/PA.Yk.)” dalam skripsi ini hanya

membahas tentang penyelesaian sengketa waris yang terjadi di Pengadilan

Agama Yogyakarta dan yang diambil sampelnya adalah putusan dengan

nomge
pewa
Peng:
mend
5. Moct
skrip:
Peno.
Keca
tenta
kepal

sudah

ketiga
chirnya

berhak

:saikan
rhadap
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nbahas
m oleh
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Islamiyah”, disamping semasa hidupnya pewaris, harta warisan sudah

dihibahkan kepada ahli warisnya dengan bagian yang telah ditentukan

pewaris. Sehingga sisa harta milik pewaris (sesudah dibagikan kepada ahli

' Salman al- Farisi, Tinjauan Hukum Islam Terfiadap Penyelesaian Sengketa Warisan Dj
Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan No.142/Pdt.G/2004/PA. Yk.), skripsi tahun 2010, UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta.
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warisnya) terserah pewaris mau di apakan harta tersebut, yang dalam kasus

ini, diwasiatkan seluruhnya kepada anak angkatnya.'®

Dari pemaparan penulis tentang beberapa penelitian diatas, penulis

berpendapat bahwa judul “Analisis Hukum Islam terhadsp Putusan PA Malang

Nomor:
dalam
menjadi
terhadarg
: 297/P«
salah sa
yang dil
istri keti
bukti t«
hubungz

Da

libahas
1 yang
. Islam
Nomor
m dari
varisan
bahwa
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yang

disengketakan tersebut adalah harta bersama dari pasangan suami istri.

Meskipun adanya wasiat dari pewaris semasa hidupnya yang menyatakan bahwa

memberikan harta warisan seluruhnya kepada istri pertamanya dan anak

18 Moch. Tadlor, tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolaksn Bagian Waris Saudara Seibu
(Studi Kasus di Desa Tebel Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo), skripsi tahun 2009, IAIN

Sunan Ampel Surabaya.
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angkatnya tersebut, akan tetapi majelis hakim memutuskan bahwa yang berhak
menjadi harta wasiat adalah maksimal 1/3 dari harta warisan.
Dan akhirnya sisanya dibagikan kepada para ahli waris yang berhak selain

istri ketiga pewaris tersebut dengan alasan tidak adanya akta perkawinan yang

merupak ni istri

dengan th satu
penyeba
H. Metode
1. Dat

himpun

dal: ersebut
ada

a I .Mig.
b. I ili dan
1 nor

297/Pdt.G/2010/PA. Mlg.
c. Data dari buku-buku dan kitab figh yang berkaitan dengan masalah yang
diteliti yaitu tentang waris.
2. Sumber Data
a. Data primer, yaitu data yang berupa salinan putusan Pengadilan Agama

Malang Nomor : 297/Pdt.G/2010/PA .MIg serta data yang diperoleh dari
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hasil wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Malang yang
menangani perkara gugat waris dalam putusan nomor
297/Pdt.G/2010/PA. Mlg.

. Data sekunder, yaitu data terdiri dari dokumen-dokumen resmi, hasil
] rratur

| . Data

Yukum

nbagian
Warisan Berdasarkan Syariat Islam.
8) Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai
Pembaruan Hukum Positif di Indonesia.
9) Badri Khaeruman, Hukum Islam dalam Perubahan Sosial.
10) Satria Efendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer.

11) Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam.



18

3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mempermudah dalam memperoleh data dalam pembahasan ini, maka
penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Dokumen yaitu dengan cara mempelajari berkas-berkas perkara

¢ or
y bahan
!
b. \ Agama
)\ 'AMlg.
\ dengan
I a tidak
I th cara
I
4. Tek
Set: yolahan

data yaitu dengan cara sebagai berikut'’:
a. Editing, yaitu: meneliti kembali data-data yang telah dikumpulkan untuk
mengetahui apakah sudah cukup bagus untuk keperluan proses

berikutnya.

1" Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997),
125
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b. Coding, yaitu: mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari responden
menurut kriteria atau macam yang telah ditentukan.
Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisa data penelitian ini, penulis menggunakan metode

desl 1 yang
bert ematis,
faki n antar
fenc

Dal Malang
tent lor
297 1 yang
kon majelis
hak mudian
dik: sebagai
ana n

Pola pikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
pola pikir induktif, yaitu metode yang berangkat dari faktor-faktor khusus
yakni tentang pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim PA
Malang tentang ditolaknya istri sebagai ahli waris dalam putusan Nomor :

297/Pdt.G/2010/PA.Mlg, kemudian digeneralisasi kepada hal yang sifatnya

'8 Moh. Nazir, Merode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.
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umum mengenai apakah pertimbangan hukum majelis hakim tersebut telah
sesuai dengan teori waris Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Si b yaitu
sebagai

B :asi dan
Batasan 1 Hasil
Peneliti n, dan
Sisteme

B. 1w teori
yang a varisan.
Landas: n, rukun
dan sya b yang
menjadi ;as-asas
dalamk_.. - __.___

BAB III: Data Penelitian, berisi deskripsi hasil penelitian terhadap
Putusan Pengadilan Agama Malang yang meliputi: Keberadaan Pengadilan
Agama Malang, daerah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Malang,
strukstur pegawai Pengadilan Agama Malang, visi dan misi Pengadilan Agama

Malang, deskripsi kasus, putusan Pengadilan, dasar hukum dan pertimbangan
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majelis hakim dalam memutuskan perkara tentang ditolaknya istri sirri sebagai
ahli waris dalam putusan Nomor : 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg.

BAB IV: Analisis data, dalam bab ini meliputi: Analisis hukum Islam
terhadap dasar hukum dan pertimbangan hukum majelis hakim PA Malang
tentang omor :
297/Pdt

B.



